
SALINAN 

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 13 TAHUN 2023 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 115 TAHUN 

2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka upaya penanggulangan bencana dan 

memberikan perlindungan bagi masyarakat dari ancaman 

bencana mulai dari tahap pra bencana, tanggap darurat 
dan pasca bencana secara sistematis, terencana, 

terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat telah ditetapkan 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 115 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan

penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya

dalam pemenuhan kebutuhan dasar pada masa tanggap
darurat, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 115

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditinjau
kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 115 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan

Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan

Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan

Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi

Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan

Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan

Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

WALIKOTA SURABAYA 
PROVINSI JAWA TIMUR
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  2. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 
 

  3. 

 
 

 

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6398); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

4828); 
 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4829); 
 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang 

Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing 
Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4830); 
 

  8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam 

Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 34); 
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  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 
 

  10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya 

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota 

Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 3); 
 

  11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 92 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota 

Surabaya Tahun 2021 Nomor 92); 
 

  12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 115 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita 

Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 115). 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 115 TAHUN 2021 
TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN 

BENCANA. 

 
Pasal I 

 

Ketentuan ayat (3) Pasal 24 dalam Peraturan Walikota 
Surabaya Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 

2021 Nomor 115) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 24 
 

(1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 huruf h meliputi antara lain bantuan 

penyediaan: 

a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;  
b. pangan;  

c. sandang;  

d. pelayanan kesehatan;  
e. pelayanan psikososial; dan  

f. penampungan serta tempat hunian. 
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(2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, 

lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga 
asing nonpemerintah sesuai dengan standar minimum 

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 
(3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disediakan untuk :  

a. jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak dilakukannya 
penyelamatan dan evakuasi, bagi bencana skala kecil 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3); dan 

b. jangka waktu sebagaimana di maksud dalam huruf a, 
sesuai dengan masa berlaku status keadaan tanggap 

darurat bencana, bagi bencana non skala kecil, dapat 

diperpanjang sesuai risiko dan jenis bencana yang 
dihadapi. 

 

 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Surabaya. 

 

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 10 Februari 2023 

        

WALIKOTA SURABAYA, 
 

ttd 

 
ERI CAHYADI 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Diundangkan di......... 
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Diundangkan di Surabaya 

pada tanggal 10 Februari 2023 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M. 

Pembina Utama Muda 

NIP 19690809 199501 1 002 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 13 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN 

HUKUM DAN KERJASAMA 

Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH. 

Jaksa Madya 

NIP. 19780307 200501 1 004 


